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Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen 
risiko pada lembaga keuangan syariah, mengidentifikasi ragam risiko yang 
dihadapi, serta merumuskan strategi mitigasi yang sejalan dengan prinsip 
syariat Islam. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan studi literatur yang 
mendalam, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana entitas keuangan 
syariah mengelola ketidakpastian tanpa melanggar batasan-batasan 
hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah 
menghadapi risiko fundamental yang serupa dengan institusi konvensional, 
seperti risiko pembiayaan, pasar, dan operasional. Namun, entitas ini juga 
memiliki kerentanan eksklusif yang sangat krusial, yakni risiko kepatuhan 
syariah (sharia compliance risk), yang dapat berdampak langsung pada 
hilangnya kepercayaan nasabah dan risiko reputasi. Oleh karena itu, 
penguatan tata kelola perusahaan yang baik, optimalisasi peran Dewan 
Pengawas Syariah, serta digitalisasi sistem pengawasan menjadi strategi 
mitigasi yang paling efektif. Kesimpulannya, manajemen risiko yang adaptif 
dan berbasis kepatuhan syariat adalah pilar utama dalam menjaga stabilitas 
dan keberlanjutan operasional lembaga keuangan syariah di tengah 
volatilitas ekonomi makro. 
 
Kata Kunci: Manajemen Risiko, Lembaga Keuangan Syariah, Kepatuhan 
Syariah, Mitigasi Risiko, Tata Kelola. 
 
Abstract This study aims to analyze the implementation of risk 
management in Islamic financial institutions, identify the variety of risks 
faced, and formulate mitigation strategies that are in line with Islamic sharia 
principles. Through a descriptive qualitative approach and in-depth 
literature study, this research explores how Islamic financial entities manage 
uncertainty without violating the boundaries of Islamic law. The results of 
the study indicate that Islamic financial institutions face fundamental risks 
similar to conventional institutions, such as financing, market, and 
operational risks. However, these entities also have a very crucial exclusive 
vulnerability, namely sharia compliance risk, which can have a direct impact 
on the loss of customer trust and reputational risk. Therefore, strengthening 
good corporate governance, optimizing the role of the Sharia Supervisory 
Board, and digitalizing the supervisory system are the most effective 
mitigation strategies. In conclusion, adaptive and sharia compliance-based 
risk management is the main pillar in maintaining the stability and 
operational sustainability of Islamic financial institutions amidst 
macroeconomic volatility. 
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Pendahuluan Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia terus 
menunjukkan grafik yang sangat progresif dan masif dari tahun ke tahun, 
seiring dengan tingginya animo masyarakat untuk bertransaksi 
menggunakan prinsip yang halal. Ekspansi yang pesat ini tidak hanya 
terlihat pada peningkatan total aset perbankan, tetapi juga merambah 
secara luas pada sektor asuransi syariah, pasar modal, hingga lembaga 
keuangan mikro syariah di berbagai daerah. Akselerasi pertumbuhan ini 
menempatkan ekosistem keuangan Islam sebagai salah satu pilar 
penopang perekonomian nasional yang strategis, yang mampu bertahan di 
tengah berbagai tekanan ekonomi dan krisis moneter global. Ketahanan ini 
membuktikan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan jauh lebih 
berkeadilan dan kokoh dibandingkan sistem bunga (Antonio, 2020). 
 
Seiring dengan pertumbuhan aset dan jaringan operasional yang semakin 
luas, tantangan yang dihadapi oleh institusi keuangan syariah juga menjadi 
semakin kompleks, dinamis, dan multidimensional. Setiap inovasi produk 
pembiayaan, ekspansi portofolio investasi, serta digitalisasi layanan yang 
diluncurkan pasti membawa paparan risiko baru yang mengintai 
kelangsungan bisnis lembaga tersebut. Jika potensi ancaman ini diabaikan 
atau dikelola dengan sistem yang usang, maka kerugian finansial yang 
sangat besar dapat menimpa perusahaan, yang berujung pada hilangnya 
kepercayaan publik secara sistemik. Oleh sebab itu, institusi syariah 
dituntut untuk memiliki kepekaan yang tinggi dalam membaca arah 
pergerakan pasar serta memitigasi segala bentuk ketidakpastian dengan 
pendekatan yang terukur (Karim, 2017). 
 
Oleh karena itu, implementasi manajemen risiko yang komprehensif, 
terstruktur, dan berkesinambungan menjadi sebuah keniscayaan yang 
mutlak bagi seluruh entitas keuangan yang berlabel syariah. Manajemen 
risiko berfungsi sebagai perisai strategis untuk mengamankan dana titipan 
masyarakat, memastikan kecukupan modal, serta menjaga stabilitas 
profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Tanpa adanya sistem 
pengendalian risiko yang mumpuni, lembaga syariah akan sangat rentan 
terhadap guncangan internal akibat kesalahan prosedural maupun 
guncangan eksternal akibat volatilitas indikator makroekonomi. 
Perlindungan aset umat ini sejalan dengan filosofi maqashid syariah, yakni 
menjaga harta (hifdz al-mal) dari jurang kebinasaan dan kerugian yang tidak 
beralasan (Ascarya, 2021). 
 
Dari perspektif kerangka regulasi dan hukum, otoritas terkait seperti 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia telah menetapkan 
standar kewajiban penerapan manajemen risiko yang sangat ketat. Aturan 
ini mewajibkan setiap entitas untuk memiliki divisi khusus, komite risiko, 
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serta prosedur standar operasi yang secara periodik diaudit kelayakannya. 
Regulasi ini didesain agar manajemen tidak bertindak spekulatif 
menggunakan dana pihak ketiga dalam mengejar target keuntungan jangka 
pendek yang tidak realistis. Standar operasional ini juga diharmonisasikan 
dengan fatwa Dewan Syariah Nasional untuk menjamin bahwa seluruh 
langkah mitigasi yang diambil tidak bersinggungan dengan praktik lindung 
nilai yang diharamkan (Soemitra, 2022). 
 
Walaupun pedoman regulasi dan kerangka tata kelola telah diterbitkan 
secara komprehensif oleh pemerintah, realitas di lapangan menunjukkan 
bahwa implementasi manajemen risiko masih sering mengalami kendala 
teknis. Kendala utama yang sering dijumpai adalah kurangnya ketersediaan 
sumber daya manusia yang benar-benar ahli dalam mengawinkan ilmu 
valuasi risiko modern dengan kaidah fikih muamalah kontemporer. Selain 
itu, sistem teknologi informasi yang digunakan oleh sebagian lembaga 
keuangan skala menengah ke bawah terkadang belum mampu mendeteksi 
potensi risiko gagal bayar secara real-time. Gap antara regulasi ideal dan 
kapasitas infrastruktur inilah yang kerap memicu kebocoran finansial yang 
semestinya dapat dicegah sejak dini (Huda & Nasution, 2019). 
 
Berdasarkan latar belakang, dinamika operasional, dan urgensi 
permasalahan yang telah diuraikan secara rinci tersebut, penelitian ini 
disusun untuk mengkaji lebih jauh efektivitas manajemen risiko di sektor 
keuangan Islam. Kajian ini secara spesifik akan membedah proses 
identifikasi risiko-risiko fundamental, pemetaan kerentanan operasional, 
hingga formulasi strategi mitigasi yang paling relevan dengan kondisi 
industri saat ini. Hasil analisis mendalam dari kajian akademik ini 
diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran kritis dan 
rekomendasi strategis bagi para praktisi, akademisi, serta regulator dalam 
upaya memperkokoh daya tahan sistem keuangan syariah nasional dalam 
menghadapi tantangan ekonomi masa depan yang semakin tak terprediksi. 
 
Kajian Teori 
 
Manajemen Risiko Manajemen risiko secara teoretis merupakan sebuah 
pendekatan terstruktur, sistematis, dan metodologis yang digunakan oleh 
suatu organisasi untuk menyelaraskan strategi bisnis dengan tingkat 
toleransi ketidakpastian yang dapat diterima. Esensi dari ilmu ini bukanlah 
untuk menghilangkan risiko secara keseluruhan hingga titik nol, melainkan 
untuk mengelola, mengendalikan, dan menekan dampak negatif dari 
sebuah peristiwa tak terduga agar berada pada level yang aman. Proses ini 
melibatkan serangkaian perencanaan strategis yang bertujuan 
meminimalisasi kerugian finansial, operasional, maupun reputasi yang 
berpotensi melumpuhkan fungsi inti perusahaan. Dengan kerangka kerja 
yang solid, manajemen dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih 
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agresif namun tetap berada dalam koridor kehati-hatian yang sangat terukur 
(Nurhayati & Wasilah, 2021). 
 
Proses fundamental dalam arsitektur manajemen risiko mencakup 
beberapa tahapan krusial yang saling berkesinambungan, dimulai dari fase 
identifikasi, pengukuran, hingga penetapan prioritas penanganan. Pada 
tahap identifikasi, seluruh unit kerja diwajibkan untuk memetakan setiap 
potensi bahaya yang mengintai aktivitas harian mereka, sekecil apa pun 
probabilitas terjadinya. Setelah berhasil dipetakan, ancaman-ancaman 
tersebut diukur menggunakan model statistik dan probabilitas matematis 
untuk menentukan seberapa besar skala kerugian finansial yang akan 
ditimbulkan jika skenario terburuk benar-benar terjadi. Pendekatan 
kuantitatif ini sangat vital guna menentukan alokasi modal cadangan yang 
harus disiapkan perusahaan (Fauzi, 2023; Umam, 2020). 
 
Setelah tahapan pengukuran dan pemeringkatan risiko diselesaikan, 
langkah strategis berikutnya adalah mengeksekusi strategi mitigasi yang 
paling rasional dan efisien secara biaya. Mitigasi dapat dilakukan melalui 
berbagai skema, mulai dari penghindaran risiko, pengalihan risiko ke pihak 
ketiga seperti perusahaan asuransi, hingga penerimaan risiko dengan 
penyiapan bantalan modal yang tebal. Proses ini tidak berhenti pada 
eksekusi semata, melainkan wajib diikuti dengan mekanisme pengawasan 
(monitoring) dan tinjauan ulang secara berkala. Pengawasan berkelanjutan 
ini diperlukan karena lanskap bisnis selalu berubah, sehingga strategi 
mitigasi yang efektif pada tahun lalu belum tentu relevan untuk menangkal 
ancaman ekonomi pada masa kini (Rusydiana, 2022). 
 
Dalam pandangan dan filosofi ekonomi Islam, konsep manajemen risiko 
tidak sekadar berorientasi pada maksimalisasi laba pemegang saham, 
tetapi sangat erat kaitannya dengan pertanggungjawaban moral di hadapan 
Allah (tauhid). Islam melarang keras praktik bisnis yang dilakukan secara 
serampangan tanpa perencanaan yang matang, karena hal tersebut 
menyerupai tindakan menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Upaya 
mitigasi dinilai sebagai bentuk ikhtiar rasional manusia untuk 
mengamankan amanah harta titipan umat dari segala bentuk penyusutan 
yang tidak sah. Konsep kehati-hatian (prudence) ini menjadi 
pengejawantahan langsung dari prinsip keadilan distributif yang 
memastikan stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat tidak hancur akibat 
spekulasi buta (Ali, 2021). 
 
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga keuangan syariah dapat 
didefinisikan sebagai entitas korporasi bisnis yang menjalankan fungsi 
intermediasi keuangan dengan menjadikan syariat Islam sebagai ruh dan 
landasan seluruh aktivitas operasionalnya. Secara hakiki, entitas ini 
dirancang untuk memfasilitasi transaksi komersial dan mobilisasi dana 
masyarakat yang steril dari praktik-praktik terlarang, seperti pengenaan 
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bunga (riba), ketidakpastian kontrak (gharar), perjudian (maysir), maupun 
investasi pada komoditas haram. Operasionalnya berlandaskan pada akad-
akad muamalah yang sah seperti bagi hasil (mudharabah), sewa-menyewa 
(ijarah), hingga jual beli berskema margin (murabahah). Prinsip-prinsip ini 
menjamin bahwa setiap keuntungan yang direalisasikan berakar dari 
transaksi sektor riil yang nyata dan halal (Sutedi, 2018). 
 
Secara hierarki dan struktural, entitas berbasis syariat ini dapat 
diklasifikasikan ke dalam beberapa sektor utama, yakni sektor perbankan, 
industri keuangan non-bank, dan pasar modal. Sektor perbankan diisi oleh 
Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang bertugas 
menghimpun dana masyarakat. Sektor non-bank mencakup perusahaan 
asuransi jiwa syariah (takaful), lembaga pembiayaan, modal ventura, 
hingga penyelenggara teknologi finansial peer-to-peer lending. Sementara 
itu, pasar modal menyediakan instrumen investasi jangka panjang seperti 
reksadana, sukuk, dan saham yang telah melalui proses penapisan 
kelayakan syariah, membentuk sebuah ekosistem ekonomi terpadu (Nafik, 
2021; Wiroso, 2017). 
 
Peran fundamental lembaga keuangan syariah dalam arsitektur 
perekonomian makro jauh melampaui sekadar entitas pencari keuntungan 
(profit oriented); ia merupakan agen pembangunan ekonomi yang inklusif. 
Melalui skema pembiayaan produktif yang adil, institusi ini mampu 
menggerakkan roda sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), 
menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan menekan angka ketimpangan 
pendapatan. Distribusi kekayaan ini diperkuat dengan adanya kewajiban 
menyalurkan zakat perusahaan, infak, dan sedekah, sehingga sirkulasi 
harta tidak hanya berputar di kalangan konglomerat. Fungsi intermediasi 
sosial inilah yang memberikan dampak ganda yang sangat positif bagi 
peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan di tingkat akar 
rumput (Manan, 2019). 
 
Karakteristik operasional yang paling membedakan dan menonjol dari 
lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan institusi konvensional 
adalah keharusan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur 
organisasi perusahaannya. DPS berfungsi sebagai wakil dari Dewan 
Syariah Nasional yang bertugas melakukan pengawasan secara 
independen dan melekat terhadap seluruh proses pengembangan produk, 
pemasaran, hingga alokasi investasi harian. Kedudukan DPS sangat kuat, 
di mana mereka memiliki kewenangan mutlak untuk membatalkan sebuah 
transaksi bisnis yang terbukti menyimpang dari fatwa, serta memastikan 
bahwa manajemen menjalankan roda perusahaan dengan tingkat etika 
kepatuhan moral tertinggi sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis 
(Mardani, 2018). 
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Metode Penelitian Penelitian ini didesain sepenuhnya menggunakan 
metodologi kualitatif deskriptif yang berpusat pada studi literatur atau kajian 
kepustakaan (library research) secara komprehensif. Pengumpulan data 
difokuskan pada penelusuran berbagai literatur sekunder yang bereputasi 
tinggi, termasuk buku referensi, jurnal ilmiah terindeks, fatwa Dewan 
Syariah Nasional, serta regulasi resmi dari Bank Indonesia dan Otoritas 
Jasa Keuangan yang mengatur standar operasional institusi syariah. Data 
kualitatif yang telah dikumpulkan kemudian melalui proses reduksi, 
kategorisasi tematik, dan analisis kritis guna menyajikan narasi deskriptif 
yang koheren. Pendekatan ini dipilih karena dinilai sangat efektif untuk 
mengurai kedalaman konsep, memetakan kompleksitas regulasi, dan 
mengeksplorasi strategi mitigasi manajerial tanpa harus bergantung pada 
pembuktian statistika kuantitatif. 
 
Hasil dan Pembahasan 
 
Identifikasi dan Jenis Risiko pada Lembaga Keuangan Syariah Risiko 
pembiayaan atau risiko kredit merupakan ancaman klasik dan paling 
dominan yang menyumbang potensi kerugian terbesar bagi neraca 
lembaga keuangan syariah. Risiko ini muncul manakala pihak nasabah 
pembiayaan mengalami kegagalan, keterlambatan, atau secara sengaja 
menolak untuk melunasi kewajiban cicilan pokok maupun bagi hasil sesuai 
dengan tenggat waktu yang telah disepakati dalam akad awal. Kondisi 
gagal bayar (default) ini sangat membahayakan kualitas aset produktif 
perusahaan, memicu pembengkakan rasio pembiayaan bermasalah (Non-
Performing Financing), serta menggerus laba bersih secara signifikan. 
Penyebab utama risiko ini umumnya bermuara pada melemahnya kondisi 
bisnis nasabah, krisis ekonomi nasional, atau kelemahan tim analis dalam 
menilai kelayakan karakter calon debitur (Ryandono, 2020). 
 
Selain paparan risiko pembiayaan, lembaga keuangan syariah juga sangat 
sensitif terhadap fluktuasi indikator makroekonomi yang memicu timbulnya 
risiko pasar dan risiko likuiditas. Risiko pasar terjadi akibat pergerakan nilai 
tukar mata uang, volatilitas harga komoditas, maupun anomali suku bunga 
acuan bank sentral yang dapat mendistorsi margin keuntungan kompetitif 
produk pembiayaan syariah. Sementara itu, risiko likuiditas terjadi ketika 
lembaga kehilangan kemampuan untuk menyediakan dana tunai dalam 
waktu cepat untuk memenuhi penarikan dana massal oleh nasabah 
penyimpan atau untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Kekeringan 
likuiditas ini, jika tidak segera disuntik dana segar, dapat berujung pada 
kebangkrutan seketika meskipun secara pencatatan aset perusahaan 
tersebut bernilai triliunan rupiah (Yaya et al., 2020). 
 
Risiko operasional muncul sebagai ancaman internal yang sering kali tidak 
terdeteksi, bersumber dari ketidakcukupan prosedur, kegagalan sistem 
teknologi, hingga faktor kelalaian manusia (human error). Dalam konteks 
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keseharian, risiko ini termanifestasi dalam bentuk kesalahan input data 
akuntansi, kebocoran basis data nasabah akibat serangan siber (hacking), 
hingga tindakan kecurangan dan penggelapan dana (fraud) yang dilakukan 
oleh oknum pegawai di lingkungan internal perusahaan. Dampak dari 
kegagalan operasional ini tidak hanya menimbulkan kerugian material 
berupa denda finansial dari pihak otoritas, tetapi juga memporak-
porandakan sistem operasional harian yang dapat melumpuhkan layanan 
prima kepada seluruh nasabah setia (Hidayat, 2019). 
 
Dimensi risiko lain yang memiliki daya rusak jangka panjang dan sangat 
mematikan bagi institusi keuangan berbasis kepercayaan adalah risiko 
reputasi. Risiko ini tercipta dari akumulasi persepsi negatif, pemberitaan 
buruk di media massa, opini publik yang menyesatkan, hingga keluhan 
nasabah yang viral di media sosial tanpa penanganan yang profesional. 
Sekali nama baik sebuah entitas syariah tercemar, akan terjadi gelombang 
penarikan dana besar-besaran secara panik (bank run) yang tidak dapat 
dihentikan oleh rasionalitas pasar. Membangun reputasi membutuhkan 
waktu puluhan tahun dengan dedikasi tinggi, namun citra tersebut dapat 
hancur berantakan hanya dalam hitungan hari akibat skandal kecil yang 
gagal dimitigasi oleh divisi komunikasi korporat (Muthaher, 2018). 
 
Risiko kepatuhan syariah (sharia compliance risk) adalah ancaman paling 
eksklusif, spesifik, dan krusial yang sama sekali tidak dimiliki oleh lembaga 
keuangan konvensional. Risiko ini muncul apabila sebuah produk, skema 
kontrak, atau praktik promosi yang dijalankan oleh institusi terbukti 
melanggar ketentuan fatwa DSN-MUI atau nilai-nilai dasar Islam. 
Pelanggaran ini dapat terjadi akibat kelalaian manajemen dalam 
memperbarui kontrak, atau modifikasi sepihak atas akad mudharabah 
menjadi menyerupai pinjaman berbunga pasti. Apabila terbukti terjadi 
pelanggaran hukum syariat, seluruh pendapatan dari transaksi tersebut 
wajib disucikan, dialokasikan untuk dana sosial, dan tidak diakui sebagai 
keuntungan sah, yang pada akhirnya memicu krisis kepercayaan jamaah 
(Muhamad, 2018). 
 
Strategi Mitigasi dan Penguatan Tata Kelola Risiko Langkah pertama 
dan paling fundamental dalam merancang strategi mitigasi yang efektif 
adalah keterlibatan aktif dari jajaran dewan komisaris, direksi, dan Dewan 
Pengawas Syariah dalam mengawal tata kelola. Pihak manajemen puncak 
harus secara tegas menetapkan profil risiko perusahaan, menyusun 
pedoman prosedur standar (Standard Operating Procedure), serta 
mengalokasikan wewenang persetujuan limit pembiayaan secara 
berjenjang guna mencegah penyalahgunaan wewenang. Keberadaan 
Dewan Pengawas Syariah harus diberdayakan secara optimal, bukan 
sekadar pelengkap administratif; mereka harus turun langsung memeriksa 
dokumen akad dan operasional di cabang guna memastikan tidak ada 
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satupun regulasi syariah yang diabaikan demi mengejar target profit 
korporasi semata (Soemitra, 2022). 
 
Pengembangan dan pembudayaan kultur sadar risiko (risk culture) di 
seluruh lapisan struktur organisasi, dari level teller hingga kursi eksekutif, 
merupakan strategi preventif yang sangat menentukan keberhasilan. 
Pelatihan dan sertifikasi manajemen risiko spesifik perbankan syariah harus 
diwajibkan secara periodik agar setiap pegawai memiliki radar sensitivitas 
yang tajam dalam mengidentifikasi kejanggalan dokumen, gelagat 
penipuan nasabah, maupun potensi kesalahan sistem operasional. Ketika 
seluruh elemen karyawan menyadari bahwa manajemen risiko adalah 
tanggung jawab bersama, perusahaan secara otomatis membangun sistem 
pertahanan berlapis (multiple lines of defense) yang kokoh dari dalam, 
mempersempit ruang gerak terjadinya kejahatan keuangan dan kelalaian 
prosedural (Karim, 2017). 
 
Di era disrupsi digital saat ini, penguatan arsitektur teknologi informasi (IT 
System) adalah instrumen mitigasi taktis yang tidak bisa ditawar lagi oleh 
lembaga mana pun. Institusi syariah wajib berinvestasi besar dalam 
mengadopsi perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan (Artificial 
Intelligence) yang mampu menganalisis ribuan data mutasi transaksi 
secara real-time (Big Data Analytics). Teknologi ini digunakan sebagai Early 
Warning System untuk memprediksi probabilitas gagal bayar debitur 
sebelum jatuh tempo, mendeteksi pola transaksi pencucian uang, dan 
mengamankan aplikasi digital dari peretas. Penggunaan teknologi yang 
mutakhir akan mendongkrak efisiensi pengawasan operasional ke tingkat 
maksimal dengan margin kesalahan manusia yang sangat minim 
(Rusydiana, 2022). 
 
Dari sisi ketahanan neraca struktural, strategi mitigasi diwujudkan dengan 
memastikan kecukupan permodalan yang tebal dan alokasi pencadangan 
kerugian aset produktif yang melimpah. Lembaga keuangan syariah secara 
proaktif dituntut untuk menyisihkan sebagian persentase laba ditahan 
mereka setiap tahunnya guna memperkuat rasio Kewajiban Penyediaan 
Modal Minimum (KPMM). Bantalan modal yang besar ini difungsikan 
sebagai peredam kejut (shock absorber) yang tangguh saat terjadi kredit 
macet massal akibat pandemi, bencana alam, atau guncangan krisis 
ekonomi makro. Kesiapan modal ini menegaskan komitmen entitas dalam 
menjaga keamanan likuiditas nasabah tanpa harus bergantung pada 
skema dana talangan atau bailout dari pemerintah (Ascarya, 2021). 
 
Harmonisasi dan sinergi yang berkesinambungan dengan para regulator, 
seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga penjamin 
simpanan, adalah benteng pertahanan eksternal terakhir yang menjaga 
stabilitas sistemik. Lembaga keuangan syariah harus patuh melaporkan 
kinerja kesehatan keuangan mereka secara transparan, akurat, dan tepat 
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waktu tanpa manipulasi pembukuan sedikit pun. Pelaporan yang akuntabel 
ini memungkinkan pihak otoritas untuk melakukan intervensi, memberikan 
bimbingan teknis, atau melakukan tindakan korektif secara dini sebelum 
sebuah permasalahan mikro berkembang menjadi krisis sistemik yang 
menular ke institusi lain. Ekosistem mitigasi yang terintegrasi inilah yang 
akan menciptakan iklim investasi syariah yang sangat aman, tangguh, dan 
kredibel di mata dunia (Fauzi, 2023). 
 
Kesimpulan Implementasi manajemen risiko pada lembaga keuangan 
syariah merupakan instrumen vital yang memastikan keselamatan dana 
umat sekaligus menjamin stabilitas bisnis di tengah volatilitas ekonomi. 
Institusi ini menghadapi paparan risiko umum seperti kredit, pasar, dan 
operasional, namun juga dihadapkan pada ancaman kerentanan eksklusif 
yang mematikan, yakni risiko kepatuhan syariah. Kegagalan memitigasi 
risiko ini dapat berimbas langsung pada hancurnya reputasi dan hilangnya 
kepercayaan publik. Oleh karena itu, penguatan tata kelola (good corporate 
governance), sinergi intensif dengan Dewan Pengawas Syariah, integrasi 
teknologi informasi dalam deteksi dini, serta pembentukan budaya sadar 
risiko di seluruh level organisasi adalah strategi mitigasi yang mutlak harus 
dijalankan. Dengan kerangka pengendalian yang solid dan patuh terhadap 
nilai-nilai Islam, lembaga keuangan syariah akan mampu bertransformasi 
menjadi institusi yang berdaya tahan tinggi, inovatif, dan berkeadilan bagi 
seluruh lapisan masyarakat. 
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